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Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat dicapai jika DPRD 
sebagai wakil rakyat dan unsur pemerintahan daerah dapat menjalankan fungsinya 
secara baik, yaitu sebagai lembaga pembentukan peraturan daerah yang bertugas 
sebagai pembuat kebijakan, penyusunan anggaran belanja daerah, pengawasan 
terhadap jalannya pemerintahan daerah serta pengawasan agar penyelenggaraah 
pemerintah daerah dapat beljalan dengan efektif. Pemahaman dan kapasitas bagi 
anggota DPRD tentunya sangat penting agar dapat melaksanakan tugas dan 
fungsinya secara baik, dengan lebih menitik beratkan pada pemahaman mengenai 
fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 
berbagai masalahnya. Sebagai fungsi yang paling otonom dimiliki DPRD, maka 
amatlah penting bagi setiap anggota DPRD untuk menguasai pelaksanaan fungsi 
ini. Seorang anggota DPRD hams mampu melihat secara jemih dengan berbagai 
perspektif dan dinamika empirik yang telah beljalan selama ini dalam pelaksanaan 
fungsi pengawasan di DPRD. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan 
fungsi pengawasan, dan efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dimana : a) 
Kinelja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di Kabupaten Nunukan, 
dikaitkan dengan kinelja dan basil wawancara menunjukkan basil yang kurang 
maksimal. Walaupun tidak menutup mata dengan segala upaya yang telah 
dilakukan DPRD Kabupaten Nunukan dalam proses pengawasan, namun hams 
diakui kualitas pengawasan yang dilakukan bel urn maksimal. Hal ini terlihat dari 
persoalan yang tetap saja berlarut-larut dan minim solusi nyata dari DPRD. b). 
Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan beijalan sudah semestinya namun 
masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang menyebabkan lemahnya 
pengawasan DPRD Kabupaten Nunukan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh 
pihak eksekutif. 

Kata Kunci : Fungsi Pegawasan DPRD 
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Universitas Terbuka 

Effectiveness of local governance will be achieved if DPRD as representative of 
the people and local government elements can perform its functions properly, 
namely as an institution for the formation of local regulations that serve as policy 
makers, the preparation of regional budgets, supervision on the way of local 
government and supervisors so that the implementation of local government can 
run effectively. Understanding and capacity for DPRD members is of course very 
important in order to perform their duties and functions well, with more emphasis 
on understanding the function of DPRD oversight of local government 
administration with various problems. As the most autonomous function of the 
DPRD, it is very important for every member of the DPRD to master the 
implementation of this function. A member of parliament should be able to see 
clearly with various perspectives and empirical dynamics that have been running 
so far in the implementation of supervisory functions in the DPRD. 
This research describes the implementation of the supervisory function, and the 
effectiveness of the implementation of supervisory functions in which: a) The 
performance of the DPRD in the implementation of the supervisory function in 
Nunukan Regency, linked to the performance and the results of the interviews 
show less than maximum results. Although it does not turn a blind eye to all 
efforts that have been made by Nunukan District Parliament in the process of 
supervision, but it must be admitted that the quality of supervision has not been 
maximized. This can be seen from the problem that is still protracted and minimal 
real solution from DPRD. b). The effectiveness of the implementation of the 
supervisory function is working properly but there are still many shortcomings 
which cause weak supervision ofDPRD to the policies executed by the executive. 

Keyword : DPRD oversight function 
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BABIV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deksripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian pada dasarnya adalah hal yang diteliti. Menurut Silalahi 

(2009) dalam Buku Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi 

menyatakan bahwa objek penelitian adalah fenomena atau masalah penelitian 

yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel. Objek penelitian 

merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian dan harus difahami 

oleh peneliti tentang apa yang akan diteliti. Oleh karena itu, apabila peneliti ingin 

meneliti sesuatu, maka terlebih dahulu peneliti perlu menentukan objek penelitian 

agar peneliti lebih terfokus untuk memperoleh data atau jawaban dari penelitian 

yang dilaksanakan karena penentuan objek penelitian pada dasarnya sebagai 

penegasan arab atau sebagai alarm dalam pelaksanaan penelitian dan penelitian 

yang dilakukan tetap teijaga dan berada dalam ontherighttrack. Objek penelitian 

itu lebih spesifik agar penelitian yang dilaksanakan tidak meluas. 

Untuk menentukan objek penelitian pada penelitian "Pelaksanaan Fungsi 

Pengawasan DPRD di Kabupaten Nunukan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui 

gambaran umum tentang Kabupaten Nunukan. 

1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan 

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah perbatasan yang 

secara administratif masuk wilayah Kalimantan Utara Berdasarkan Sumber BPS 

Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2017, pada Tahun 2016 Kabupaten Nunukan 
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berpenduduk sebanyak 185.499 jiwa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 

14.325,38 km2 dan Kota Nunukan sebagai ibukotanya. Motto Kabupaten 

Nunukan adalah "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun Daerah" yang 

berasal dari bahasa Tidung. Nunukan juga adalah nama sebuah kecamatan di 

Kabupaten Nunukan. 

Secara geografis, Kabupaten Nunukan tergolong sebagai salah satu daerah 

perbatasan mengingat posisinya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. 

Akses utama yang menghubungkan keduanya ialah Pelabuhan Nunukan yang 

notabene akses lalu lintas penting yang menyambungkan dengan Kota Tawau, 

Malaysia. Jalur ini sangat penting dan ramai sebab diperkirakan dalam satu hari 

rata-rata terdapat sekitar 8 unit kapal cepat dengan kapasitas kurang lebih 100 

orang mondar-mandir antaraNunukan dengan Tawau, Malaysia. Jalur ini menjadi 

penting pula sebab menjadi penghubung perdagangan antar kedua wilayah dan 

penduduk kota Nunukan yang hendak pergi ke Tawau diperlukan dokurnen PLB 

(Pas Lintas Batas ). 

Kabupaten Nunukan tergolong daerah pemekaran baru yang rnenjadi daerah 

otonomi sernenjak Tahun 1999. Kabupaten ini rnerupakan wilayah pernekaran dari 

Kabupaten Bulungan. Dalam pemekaranya peran Bupati Bulungan yakni RA. 

Besing yang pada saat itu masih meqjabat sangatlah penting dalam mempelopori 

dan mendukung secara totalitas perwujudan Kabupaten Nunukan sebagai Daerah 

Otonomi Barn (DOB). Terbentuknya Kabupaten ini didasarkan pada tiga 

pertirnbangan utama yakni pertimbangan Iuas wilyah, peningkatan pembangunan, 

dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
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Pada Tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah 

dengan didasari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan 

menjadi 2 kabupaten bam lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten 

Malinau. Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 

Oktober 1999. 

Dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 dan tepat di Tahun 2016 

Kabupaten Nunukan resmi menjadi kabupaten dengan 19 wilayah administratif, 

yakni : Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sebuku, 

Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, 

Kecamatan Semenggaris, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, 

Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, 

Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Krayan, 

Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Utara, Kecamatan Krayan Barat, 

Kecamatan Krayan Tengah. 

Sejak Tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan 

Utara, seiring dengan pemekaran provinsi bam tersebut dari Provinsi Kalimantan 

Timur. Meskipun masih dihadapkan berbagai hambatan infrastruktur dan 

suprastruktur, pemerintahan di Kabupaten Nunukan sudah mulai beijalan secara 

normal. Kesempatan ini dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan 
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pemilihan bupati definitif melalui sidang pari puma DPRD, tepatnya pada tanggal 

11 April 200 1. 

Dalam perkembanganya, semenjak Tahun 1999 Kabupaten Nunukan telah 

dipimpin oleh 4 kepala daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 4 .1. 

2. H. Abdul Hafid Ahmad 2001-2011 Bupati dua periode 

3. Dts. Basri 201 Bupatisatuperiode 

4. Hj. AsminLauraHafid 2016-2021 Hingga Saat ini 
I 

: Bappeda Kabupaten (201 

Kabupaten Nunukan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan 

yang berdiri pada tahun 1999 dan terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota 

Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 7 Tahun I 999. 

a. Geografis 

Secara geografis, Kabupaten Nunukan terletak pada posisi antara 115°33' 

sampai dengan 118°03' Bujur Timur (BT) dan antara 3°15' sampai dengan 4"24' 

Lintang Utara (LU), sehingga Kabupaten Nunukan memiliki wilayah yang sangat 

strategis kerena berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan secara 

administrasi berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut : 

.,._ .,... 
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- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi!Selat Makassar 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Malinau 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia. 

b. Jumlah Penduduk 

Besar tidaknya jurnlah penduduk sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan suatu wilayah, begitupun yang teijadi di Kabupaten Nunukan. 

Apabila jurnlah penduduk di suatu wilayah sangat besar, maka potensi 

pembangunan di wilayah tersebut akan semakin laju dan sebaliknya. Berdasarkan 

data dari BPS Kabupaten Nunukan (Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2017), 

jurnlah penduduk Kabupaten Nunukan pada Tahun 2016 tercatat 185.499 jiwa yang 

terdiri dari penduduk laki-Iaki berlumlah 98.722 jiwa dan penduduk perempuan 

berjumlah 86.777 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 12,95 jiwalkm2• 

Dilihat dari data tersebut, jurnlah penduduk di Kabupaten Nunukan semakin 

bertambah hila dibandingkan denganjurnlah penduduk Kabupaten Nunukan pada 

tahun 2015 yang tercatat 177.607 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk juga 

merupakan dampak keberhasilan dari pembangunan yang teijadi di Kabupaten 

Nunukan seperti Iengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, terbukanya Iapangan keija di sektor perkebunan khususnya kelapa 

sawit dan industri pengolahan kayu juga sektor jasa sehingga dapat menarik minat 

pendatang barn untuk tetap tinggal di Kabupaten Nunukan. Disamping itu, 

Kabupaten Nunukanjuga merupakan wilayah multikultur dan etnis, di mana pada 
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saat ini tercatat sebagai penduduk: lokal adalab sub-etnis Dayak Agabag, Tidung 

(Dayak Pesisir), Bulungan, Kutai dan Banjar, sedangkan sebagai penduduk: 

pendatang yang dominan adalab Bugis, Jawa Timor, Buton dan Cina. (Sumber : 

BPS, 2017). 

c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Untuk memberikan gambaran dalam pembangunan di Kabupaten Nunuk:an 

pada periode 2016-2021, pemerintah daerah terpilih menyusun visi, misi dan tujuan 

pembangunan. Visi, misi dan tujuan yang dirumuskan pemerintab daerah terpilih 

merupakan kerangka berpikir bersama berkaitan dengan cita-cita masa depan 

seluruh elemen rnasyarakat yang berkepentingan (Stakeholders) di Kabupaten 

Nunukan berdasarkan kondisi dan potensi yang ada. Visi, misi, tujuan dan sasaran 

Kabupaten Nunukan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengab 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tabun 2016-2021 pada BAB V halaman 

BAB V-1 yaitu: 

1) Visi 

Visi pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2016-2021 adalah 

mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab 

(RPJMD) Kabupaten Nunukanyaitu : 

"Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumhulzan Ekonomi 

Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat yang Maju, Aman, Adil dan 

Sejalltera ". 
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Mengenai visi tersebut, dikutip penjelasan malma visi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan sebagai 

berikut: 

Maima Visi: 

1. Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis Agrobisnis adalah proses 

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang berlandaskan 

pada pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 

perikanan, peternakan, dan kehutanan (pertanian dalam arti I uas ), 

sehingga dapat berpengaruh pada kenaikan pendapatan daerah yang 

ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic 

Product) Riil dengan tujuan percepatan pembangunan wilayah dan 

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan wilayah dan kesejahteraan 

masyarakat memperhatikan keseimbangan atau kesenjangan 

pembangunan antar sektor, antar go Iongan penduduk, dan antar wi!ayah 

2. Masyarakat Nunukan yang maju adalah terwujudnya sumberdaya 

manusia Kabupaten Nunukan yang memiliki kepribadian bangsa, 

berakhlak mulia, dan berpendidikan yang berkualitas tinggi; sehat; 

kualitas Iingkungan sosial yang baik; toleran menghargai perbedaan; 

demokratis; kreatif; inovatif; konstruktif dan taat hukum. 

3. Masyarakat Nunukan yang aman adalah terwujudnya kehidupan 

masyarakat yang tenteram, bebas dari konflik, bebas mengemukakan 

aspirasi, tidak mendapat perlakuan diskriminatif, bebas dari tindakan 
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yang sewenang-wenang oleh kekuatan manapun sehingga masyarakat 

dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang dan darnai. 

4. Masyarakat Nunukan yang adil adalah terwujudnya kesejahteraan, 

keharmonisan sosial dan kelestarian budaya serta kesetaraan di mata 

hukum yang menjangkau seluruh elemen masyarakat secara 

proporsional. 

5. Masyarakat Nunukan yang sejahtera adalah terpenuhinya seluruh 

kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Nunukan yang ditandai oleh 

meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya kualitas pendidikan, 

dan meningkatnya derajat kesehatan dengan memperhatikan 

keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau 

termaijinalisasi. 

2) Misi 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nunukan, maka 

ditetapkan misi yang merupakan pemyataan usaha mencapai visi tersebut di 

atas. Misi pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2016-2021 adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah 

tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan 

lingkungan 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan 

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
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4. Mewujudkan kearnanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan 

mengedepankan supremasi hukum 

3) Tujuan 

Tujuan pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2016-2021 yang 

merupakan implementasi dari misi adalah sebagai berikut : 

1. Tujan misi 1 tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

- Meningkatkan pembangunan agrobisnis yang berwawasan 

Iingkungan dan berorientasi pasar. 

- Meningkatkan kelayakan infrastruktur di Kabupaten Nunukan 

2. Tujuan rnisi 2 tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

- Meningkatkan kualitas, mutu, akses pendidikan dan kebudayaan, 

derajat kesehatan serta keolahragawan 

- Optimalisasi pelayanan sosia1 

3. Tujuan rnisi 3 tersebut di atas adalah mewujudkan kineija tata kelola 

Pemerintahan Daerah yang baik. 

4. Tujuan misi 4 tersebut di atas adalah mewujudkan ketentrarnan dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan mengedepankan 

supremasi hukum. 

4) Sasaran 

Sasaran pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2016-2021 yang 

merupakan penjabaran dari tujuan-tujan rnisi tersebut di atas adalah 

sebagai berikut : 
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1. Sasaran tujuan 1 misi 1: 

Sasararmya adalah : 

• Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti 

1uas 

• Meningkatnya rea1isasi penerimaan dan investasi fokus pada 

sektor pertanian dalam arti luas (IDR) 

• Meningkatnya kuantitas dan kualitas UMKM, koperasi dan 

industri 

• Meningkatnya kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata 

• Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 

2. Sasaran tujuan 2 misi 1 : 

Sasarannya adalah : 

• Meningkatnya kelayakan infrastruktur wilayah perbatasan dan 

daerah tertinggal 

• Meningkatnya keselamatan ASDP 

3. Sasaran tujuan 1 misi 2: 

Sasararmya adalah : 

• Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan 

• Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan 

• Meningkatnya jumlah atlet berprestasi 

4. Sasaran tujuan 2 misi 2 adalah meningkatnya pelayanan sosial 

5. Sasaran tujuan misi 3: 
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Sasarannya adalah : 

• Meningkatnya akuntabilitas 

Pemerintahan Daerah 

85 

k:ineija penyelenggaraan 

• Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat 

6. Sasaran tujuan misi 4 : 

Sasarannya adalah : 

• Meningkatnya penegakkan perda dan perlindungan masyarakat 

• Meningkatnya kenyamanan lingkungan 

2. DPRD Kabupaten Nunukan 

DPRD kabupatenlkota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan 

umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupatenlkota merupakan 

lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupatenlkota yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 

DPRD kabupatenlkota mempunyai fungsi: 

a. pembentukan Perda Kabupaten!Kota; 

b. anggaran; dan 

c. pengawasan. 

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka 

representasi rakyat di Daerah kabupatenlkota. Dalam rangka melaksanakan fungsi 

DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. 

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: 

a. pelaksanaan Perda Kabupaten!Kota dan peraturanbupati/wali kota; 
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b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undanganlain yang terkait 

dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupatenlkota; dan 

c. pelaksanaan tindak lanjut basil pemeriksaan Japoran keuangan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

DPRD Kabupaten Nunukan sebagai salah satu representasi masyarakat di 

lembaga Jegislatif menjadi lembaga multikameral dengan posisi setara dan 

menjadi mitra ke · pemeri tah daerah N ukan ( ks kuff) B d kan P ·1 IJa n un e e I er asar ellll u 

Jegislati f 2014 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka dan dibagi 

dalam 3 wilayah pemilihan ( dapil) terdapat 25 orang anggota DPRD terpilih 

dengan menempatkan Partai Demokrat sebagai pemenangnya. Hasil perolehan 

tersebut sebagaimana terlihat pada Tabe14.2 

Ta bel4.2. Daftar Perolehan Kursi di DPRD Kabupaten Nunukan 

Periode 2014-2019 

-._··•_+f_-· · NamaPartai 
,. 

Jumlah Kuisi 

~ 
. [ '· ' - :. ' .-_ ~. ' 

Partai Demokrat 

I 
6 

. 

-
Partai Gerakan Indonesia Raya 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

I Juinla 
I • 

·--~ 

·-

h 

I 

Partai Hati Nurani Rakyat ~---~ 4 
. --

Partai Golkar 3 
-------- i -

PKS I 3 
~------------·- ------------r------2 "i PDIP 

~ ' PBB ------- ·····-··-------·-·--·--+--------·i -----
ppp I 

------.- -- ---~--[---·---~--~ 
. 25 

····--- - _______________ _! ---- - ------' 

Sumber : Profil DPRD Kabupaten N unukan Peri ode 2014 - 2019 
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Hasil perolehan suara caJon anggota legislatifKabupaten Nunukan : 

Dapil I : 

l. H. Danni Iskandar 

2. H. Irwan Sabri, SE 

3. Saleh, SE 

4. RumanTumbo, SH 

5. Muhanunad Nasir, S.Pi, MM 

6. Siti Raudah Arsyad, ST 

7. Hj. Hadra Andi Hamid 

8. Niko Hartono, SE 

9. Andi Mutarnir, SE, MM 

10. Nardi Azis B. 

11. Hj. Leppa 

Dapil II 

1. Hj Nursan, SH 

2. H. Abdul Hafid Achrnad 

3. FeryS.Kom 

4. Burhanuddin S,Hi, MM 

5. H. Abdul Rasyid M 

6. Lukrnan S.Sos 

Dapil III 

1. Marli Kamis, SH 

2. Karel Sompoton 

3. Rarnli, SH 

4. Markus, SE 

5. Andi Krislina, SE 

6. Anto Bolokot 

7. Aprem, SE 

8 . Lewi, S.Sos 

Demokrat 

Demokrat 

Demokrat 

Demokrat 

PKS 

Golkar 

Gerindra 

PDI-P 

PPP 

PBB 

Hanura 

Gerindra 

Hanura 

Demokrat 

PKS 

Gerindra 

Golkar 

Demokrat 

PBB 

PAN 

Hanura 

PKS 

Golkar 

Gerindra 

PDI-P 
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Saat ini DPRD Kabupaten Nunukan Periode 2014- 2019 memiliki 

komposisi keanggotaan sebagai berikut; 

Ketua 

WakilKetua 

WakilKetua 

Ketua Komisi I 

WakilKetua 

Sekretaris 

Anggota 

Ketua Komisi II 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

H. Danni Iskandar 

Hj. Nursan, SH 

Hj. Leppa 

Aprem, SE 

Andi Krislina, SE 

Saleh, SE 

Nardi AzisB 

Anto Bolokot 

Lewi, S.Sos 

RumanTumbo, SH 

Muhammad Nasir, S.Pi, MM 

Lukman, S.Sos 

Fery, S.Kom 

H. Abdul Rasid M 

Karel Sompoton 

Baharuddin Acok 

H. Andi Mutammir, SE, MM 
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Ketua Komisi III H. Irwan Sabri, SE 

WakiiKetua Siti Raudah Arsyad, ST 

Sekretaris Burhanuddin, S.Hi, MM 

Anggota Hj. Hadra Andi Hamid 

Markus, SE 

Marli Kamis, SH 

Niko Hartono, SE 

Ramli, SH 

Bidang tugas komisi - komisi sebagai berikut : 

Komisi I Bidang Pemerintahan 

- Pemerintahan 

- Keamanan dan Ketertiban 

Hukum dan PerUndang-Undangan 

- Pendidikan 

llmu Pengetahuan dan Teknologi 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Penerangan I Pers dan Telekomunikasi 

Kepegawaian dan Aparatur 

- Perizinan 

Sosial Politik 

Organisasi Kemasyarakatan 

Pertanahan 

Perhubungan dan Pertambangan dan Energi 

-- . 
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Komisi II 

Komisi III 

Bidang Perekonomian dan Keuangan 

Perindustrian 

Perdagangan 

Koperasi dan UKM 

Pertanian Tanaman Pangan I Petemakan 

Perikanan dan Kelautan 

Kehutanan dan Perkebunan 

Pengadaan Pangan dan Logistik 

Pariwisata dan Seni 

Keuangan Daerah 

Perpaj akan dan Retribusi 

Perbankan 

Perusahaan Daerah 

PerusahaanPatungan 

Dunia Usaha dan Penanaman Modal 

Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Ketenagakeijaan dan Transmigrasi 

Agama 

Sosial 

Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Perberdayaan Perempuan 

TataKota 
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- Pertamanan 

Kebersihan dan Pemukiman Umum 

Pemukiman dan Perumahan Rakyat 

Sarana dan Prasarana Umum 

Lingkungan Hidup 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya DPRD Nunukan juga memiliki 

beberapa alat-alat kelengkapanyaitu sebagai berikut : 

Badan Anggaran 

Ketua 

WakilKetua 

Waki!Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

H. Danni Iskandar 

Hj. Nursan, SH 

Hj. Leppa 

Agustinus Palentek, SS (Bukan Anggota) 

1. Hj. Hadra Andi Hamid 

2. Aprem, SE 

3. Karel Sompoton 

4. Muhammad Nasir, S.Pi 

5. Anto 

6. Markus, SE 

7. Marli Kamis, SH 

8. Fery, S.Kom 

9. H. Andi Mutarnmir, SE, MM 
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Badan Musyawarah 

Ketua 

WakilKetua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Badan Pembentukan Perda 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

H. Danni Iskandar 

Hj. Nursan, SH 

Hj. Leppa 

Agustinus Palentek, SS (Bukan Anggota) 

1. Nardi Asiz B 

2. Andi Krislina, SE 

3. Siti Raudah Arsyad, ST 

4. Baharuddin Acok 

5. H. Irwan Sabri, SE 

6. Marli Kamis, SH 

7. Lewi, S.Sos 

Markus, SE 

RumanTumbo, SH 

Agustinus Palentek, SS (Bukan Anggota) 

1. Niko Hartono, SE 

2. Saleh, SE 

3. Lukman, S.Sos 

4. Burhanuddin, S.Hi 

5. Karel Sompoton 

6. H. Abdul Rasid M 
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Badan Urusan Rumah Tangga 

Ketua Siti Raudah Arsyad, ST 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Badan Kehonnatan 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Lewi, S.Sos 

Fery, S.Kom 

I. H. Abdul Rasid M 

2. Karel Sompoton 

3. Burhanuddin, S.Hi 

4. Baharuddin Acok 

5. Saleh, SE 

6. H. Abdul Rasid M 

Hj. Hadra Andi Hamid 

Siti Raudah Arsyad, ST 

H. Andi Mutammir, SE 

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan 

dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. 
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B. Basil dan Pembahasan 

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD di Kabupaten Nunukan 

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Nunukan berdasarkan basil 

wawancara dan teori yang ada dibagi dalam 4 (empat) aspek yaitu : Metode 

Pengawasan, Sistem pengawasn, Objek pengawan dan SOP Pengawasan. Adapun 

Perda yang dijadikan obyek pengawasan ialah Perda Tanggungjawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahan (TJLSP) resmi diundangkan pada tanggal 31 Desember 

2014. Perda ini merupakan insiasi sendiri DPRD Nunukan. TJSLP merupakan 

upaya dari pemerintah daerah dengan perusahaan dalam rangka sinkronisasi dan 

integrasi program CSR dalam rangka mendukung percepatan pembangunan 

diberbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, bencana alam dan kemiskinan. 

Melalui Perda akan dirumuskan langkah-langkah strategis dan konkrit dalam 

pengelolaan CSR agar berjalan dengan baik. Melalui program TJSLP diharapkan 

perusahaan ikut serta dalam pembangunan, khususnya meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Nunukan 

1. Metode Pengawasan 

Secara garis besar dalam pengawasan Perda TJLSP dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. 

Pengawasan kualitatif berarti oleh pimpinan DPRD untuk menjaga performance 

organisasi secara keseluruhan, sikap serta peiformance para anggota DPRD 

Nunukan. Metode pengawasan yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi dewan 

di Kabupaten Nunukan sesuai dengan teori yang disebutkan di atas yaitu mencakup 

pengawasan secara kuantitatif seperti yang disebutkan oleh informan pertama : 
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" Salah satu acuan yang kami gunakan dalam pengawasan Perda termasuk 

TJLSP adalah dari data Laporan hasil pemeriksaan dari BPK Rl. Dari 

laporan itulah terlihat sejauh mana pelaksanaan Perda tersebut dilakukan 

oleh pemerintah. Pengawasan tersebut merupakan tugas kami sebagai 

lembaga legislatifyang hams ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan 

secara urn urn, karena kami adalah representasi dari rakyat " 

Sedangkan secara kualitatif pengawasan dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung seperti yang diungkapkan oleh informan ke kedua : 

" Kamis selalu dipantau oleh pimpinan agar betul-betul memantau 

pelaksanaan Perda TJLSP. Untuk saya sendiri dan ternan-ternan di komisi 

menggunakan metode pengamatan langsung ke lapangan, berdasarkan 

laporan dari masyarakat, yang setelah itu kita bawa di hearing untuk dibahas 

bersama ternan-ternan komisi dan pemerintah daerah sejauhmana 

pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan. " 

Berdasarkan informasi dari kedua informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa DPRD Kabupaten Nunukan dalam metode pengawasannya menggunakan 

metode kuantitatif dan kualitatif, dimana metode pengawasan tersebut berdasarkan 

pengamatan langsung di lapangan dan berdasarkan data yang didapatkan dari hasil 

pemeriksaan langsung. 
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2. Sistem Pengawasan 

Pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang 

telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk mencapai tujuan 

yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta 

suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai 

sejaulunana pelaksanaan keija sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat 

mendeteksi sejaulunana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana 

penyimpangan yang teijadi dalam pelaksanaan keija tersebut. Untuk Kabupten 

Nunukan dalam hal ini DPRD Kabupaten Nunukan mengenai sistem pengawasan 

tetap berpegang teguh terhadap aturan yang ada, sebagaimana disampaikan oleh 

informan ketiga: 

" Berbicara mengenai sistem pengawasaan, kami sebagai representatif 

rakyat, sistem yang karni gunakan dalam pengawasan secara intern, yaitu 

pengawasan bersama ternan-ternan di alat-alat kelengkapan untuk 

mengetahui sejauh mana kegiatan yang di laksanakan pemerintah daerah 

beijalan di lapangan. Karni menyadari bahwa pelaksanaan Perda akan 

berjalan tidak maksimal jika tidak diawasi. Sebab itu kami betul-betul 

memantau dengan ketat bagaimana pelaksanaan Perda TJLSP dilapangan. 

Selain turun langsung kami juga meminta masukan masyarakat tentang 

kendala impelmentasi perda T JLSP ini dilapangan " 

Berbeda dengan yang disampaikan informan ke tiga yang juga merupakan 

salah satu anggota DPRD, informan ke empat menyatakan bahwa : 
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" Pada saat perencanaan kegiatan rnuncul di karni, untuk rnernastikan 

apakah kegiatan tersebut sudah sesuai perencanaan atau kondisi di lapangan, 

karni bersama ternan-ternan langsung rneninjau lokasi kegiatan tersebut, 

supaya ke depannya apa yang direncanakan sesuai dengan target yang 

diharapkan agar tidak terjadi penyirnpangan baik secara adrninistrasi 

rnaupun keuangan. Model itulah yang kami jadikan sistern pengawasan pada 

pelaksanaan Perda termasuk Perda TJLSP " 

Selain itu informan ke lima yang berasal dari unsur pernerintah daerah 

rnenyebutkan hal serupa dengan informan di atas : 

" Di bagian kami ada yang namanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah atau LPPD, nab dalarn laporan ini rnernuat sejauhmana tingkat 

keberhasilan kegiatan di lapangan, sehingga apa yang menjadi tanggung 

jawab pemerintah baik itu Iegislatif rnaupun eksekutif dapat jalan 

bersarnaan dalarn rangka rnenjalankan roda pernerintahan yang bersih dan 

baik. LPPD itulah yang rnenjadi acuan karni sejauhrnana fungsi pengawasan 

Perda dilakukan oleh DPRD" 

Berdasarkan basil wawancara di atas dan berdasarkan sistern pengawasan, 

untuk DPRD Kabupaten Nunukan rnenggunakan sistern intern dan sistern 

pengawasan preventif dan represif yang mana sistern pengawasan ini dianggap 

cukup efektif dalarn rnenga wasi j alannya rod a pernerintahan di Kabupaten 

Nunukan. 
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3. Objek Pengawasan 

Objek Pengawasan adalah hal-hal yang hams diawasi dalam pelaksanaan 

suatu rencana. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program 

atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan yang 

dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Nunukan mencakup efektifuya suatu kegiatan 

baik dari segi besaran anggaran maupun kualitas kegiatan. Ini juga dilakukan agar 

persoalan kedepanya yang akan mengganggujalanya TJLSP tidak teijadi. Dalam 

konteks pengawasan Perda TJLSP objek pengawasan terletak pada fokus utama 

impelementasi pelaksanaan Perda TJSLP. Bagaimana pelaksanaan konsep dan 

teknis Perda ini. 

Hal ini sesuai dengan pelljelasan inforrnan ke enam menyebutkan : 

" Kami pada saat pembahasan pelaksanan Perda tentunya melihat kegiatan 

tersebut berdasarkan skala prioritas yang merupakan kebutuhan mendasar. 

Sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan beijalan dengan efektif 

sehingga temuan baik administrasi dan keuangan dapat dihindari. Karni 

fokus pada hal-hal strategis yang menjadi obyek utama pelaksanaan Perda 

TJLSP. Misalnya soal teknis distribusi CSR, kategorisasi penerimanaan, 

mekanisme pengaduan dan pelaporan penggunaan keuangan. ltulah yang 

menurut kami objek utama yang wajib kami awasi ". 

Hal senada juga diungkapkan oleh infroman ketujuh yang mengatakan: 

" Objek pengawasan pada Perda TJSLP terletak pada teknis yakni tata 

aturan pelaksanaannya dan manfaat yang bisa dberikan untuk 
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pengembangan kesejahteraan warga Nunukan. Objek itulah yang terus 

kami awasi dengan serius. Kami sadar bahwa objek utama perda perlu 

diawasi secara serius sebab masalah akan mungkin saja datang. " 

Berdasarkan informasi dari kedua informan di atas menunjukkan bahwa ada 

dua objek pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nunukan yaitu dari 

segi teknis pelaksnaan dan manfaat Perda TJSLP bagi pembangunan kesejahteraan 

diNunukan. 

4. SOP Pengawasan 

SOP adalah aturan baku teknis pelaksanaan pengawasan dan SOP telah 

menjelaskan bagaimana mengatasi penyimpanagan atau persoalan yang teijadi. 

Dalam hal pengawasan Perda TJLSP, DPRD Nunukan telah memiliki SOP baku 

seperti yang diungkapkan oleh informan kedelapan: 

"Tiap tahun itu Bupati menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran di mana 

kami turun ke lapangan melakukan monitoring untuk mengetahui 

sejaulunana progress kegiatan yang telah disajikan pemerintah daerah dalam 

dokumen LKPJ tersebut. Salah satu pokok yang kami Iihat adalah soal 

pelaksanaan perda TJLSP ini. Karni menggunakan SOP yang berlaku untuk 

melihat apakah pelaksanaan Perda TJLSP ini telah sesuai aturan atau bel urn. 

Kami membuat catatan-catatan strategis DPRD untuk menjadi bahan 

masukan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, 

sehingga ke depannya hal-hal yang dianggap menyimpang tidak terjadi 

kembali" 
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Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara di atas, 

untuk SOP pengawasan di atas mengacu pada undang-undang dan berdasarkan 

jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Nunukan. 

B. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Nunukan 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, 

karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada 

siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut 

produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa 

efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat 

efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah 

itentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil 

pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan 

tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

Untuk efektivitas pengawasan DPRD pada Perda TJLSP Kabupaten Nunukan 

mengacu pada teori Duncan yang di!.:utip Steers (1985:53) dalam bukunya 

"Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas Pencapaian 

Tujuan, Integrasi dan Adaptasi, sebagai berikut: 

1. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang 

sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin 

teljamin, diperlukan penahapan, baik dalam arti penahapan pencapaian bagian-
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bagiannya maupun penahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan 

terdiri atas beberapa faktor, yaitu : Kurun waktu dan sasaran yang merupakan 

targetkongkrit 

Dalam kelembagaan DPRD Kabupaten Nunukan dalam upaya pencapaian 

tujuan agar fungsi pengawasan bisa beijalan efektif secara kelembagaan telah 

melalui beberapa tahapan penting sehingga tujuan tersebut dapat tercapai 

sebagaimana yang diharapkan, d.i mana pada awal periode masuk menjadi 

Anggota DPRD, DPRD Kabupaten Nunukan telah melakukan Orientasi Bagi 

Seluruh Anggota DPRD sehingga diharapkan semua Anggota DPRD faham 

akan tugas pokok dan fungsi, hak dan kewajiban serta menjalaukan fungsi 

sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati, 

dan pada periode selanjutuya fokus DPRD Kabupaten Nunukan Iebih kepada 

pendalaman tugas melalui Seminar, Lokakarya, Kunjungan Keija serta Study 

Banding dalam upaya penguatan lembaga DPRD sehingga pencapaian tujuan 

berdasarkan waktu atau periodisasi setiap masa sidang bisa beijalan sesuai apa 

yang d.iharapkan. 

Pada tahap pengawasan perda TJLSP pencapaian tujuan adalah berarti 

menciptakan pola pengawasan yang yang efektif dan efisien agar pelaksanaan 

Perda beijalan maksimal. Tujuan agar pengawasan yang diberikan bisa 

memantau, mengevaluasi dan memberi solusi pada pelaksanaan Perda TJLSP 

berusaha diwujudkan ditengah keterbatasan yang ada. 
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2. Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemarnpuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi 

dengan berbagai macarn organisasi Jainnya. Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi. 

Untuk kelembagaan DPRD berkaitan dengan lntegrasi dilaksanakan dengan 

berintegrasi dengan pemerintah daerah sebagai uusur penyelenggara 

pemerintahan daerah dan masyarakat konstituen dari DPRD dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Reses 

Reses merupakan masa libur Anggota DPRD yang digunakan untuk kern bali 

ke Daerah Pemilihannya masing-masing untuk melakukan penyerapan 

aspirasi, tentunya dalarn hal ini teijadi interaksi yang sangat dekat antara 

Anggota DPRD dengan masyarakat, sehingga diharapkan permasalahan

permasalahan yang dihadapi rakyat di Japangan bisa diketahui dan 

dipeijuangkan langsung oleh Anggota DPRD tersebut setelah kembali 

melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD. 

2. Hearing 

Haering atau Rapat dengar pendapat, dalarn hal ini Jembaga DPRD selalu 

menjadwalkan rapat dengar pendapat ini berdasarkanjadwal kegiatan DPRD 

yang telah disepakati melalui Rapat Paripuma serta usulan-usulan Alat-Aiat 

Kelengkapan DPRD, di mana melalui hearing ini Lembaga DPRD dapat 

mengetahui secara jelas terkait progres dan permasalahan yang dihadapi 
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masyarakat serta Organisasi Perangkat Keija Daerah (Instansi!Dinas/Badan) 

sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah. Sehingga melalui hearing 

atau mpat dengar pendapat ini DPRD Kabupaten Nunukan dapat mengambil 

langkah-langkah yang strategis berdasarkan masukan dan saran dari 

masyarakat maupun instansi yang terkait 

3. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungarmya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian 

tenaga kerja. 

DPRD Kabupaten Nunukan dalam proses adaptasi dengan lingkungan keija 

serta mitra keija melakukan beberapa hal di antaranya sebagai berikut : 

1. Menghadiri Rapat atau Pertemuan Lintas Sektoral 

Dalam hal ini DPRD Kabupaten Nunukan melalui Pimpinan dan Anggota 

DPRD selalu mengikuti pertemuan dengan para stakholder di berbagai 

sektor, hal ini dilai..'Ukan sebagai upaya untuk melakukan proses adaptasi. 

2. Melakukan koordinasi ke berbagai pihak yang berkaitan dengan tugas pokok 

dan fungsi DPRD. 

DPRD Kabupaten Nunukan dalam menjalankan tugas selalu berkoordinasi 

dengan berbagai pihak di antaranya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 

dan Provinsi, DPRD Kabupaten I Kota di sekitamya serta dengan 

Kementerian Dalam N egeri Republik Indonesia. 
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3. Merekrut staf ahli fraksi dan tenaga ahli pendarnping raperda terkait 

penyusunan Program Legisalasi Daerah (Prolegda), Rancangan Peraturan 

Daerah Inisiatif DPRD serta Pembahasan Raperda Prakarsa Pemerintah 

Daerah. 

Dalarn pelaksanaanya fungsi pengawasan perda ini masih belum optimal. 

Beberapa persoalan masih saja teijadi. Pada perda TJSLP persoalan tersebut 

berupa pemahaman yang berbeda antara perusahaan, lembaga adat, desa, 

maupun masyarakat terkait CSR, hingga pengelolaan CSR saat ini belum 

memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan tepat 

sasaran, dibutuhkan persepsi atau pemaharnan yang sarna antara perusahaan, 

masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Nunukan terkait 

pelaksanaan TJSLP. Disisi lain berdasarkan data kajian lembaga penelitian 

Rimba Raya Institute (2015) yang bergerak di ranah sosial, basil datanya 

mengungkapkan bahwa dari jumlah 53 perusahaan sektor pertambangan dan 

penggalian emas serta sektor perkayuan dan perkebunan kurang 

memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar dari 

pelaksanaan CSR oleh perusahaan yang diatur oleh peraturan daearah. 

Pada situasi inilah sebetulnya peran DPRD Nunukan sebagai lembaga 

pengawasan sangat diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi secara berkala 

impelentasi kedua Perda ini. Belum maksimalnya peran pengawasan dari DPRD 

Nunukan disebakan kelemahan kapasitas. Seperti yang diungkapkan oleh 

informan kesembilan : 
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" Pengawasan pada dua Perda ini juga mendapat perhatian khusus dari 

Bupati Nunukan, DPRD adalah mitra kerja kami. Dengan fungsi 

pengawasan yang melekat sudah kewajiban mereka memberi masukan 

atas pelaksanaan perda agar lebih baik kedepanya. Khusus perda TJSLP 

dan Retribusi Izin Trayek memang dilapangan ada beberapa masalah yang 

teijadi seperti masih adanya trayek liar, pungutan liar dan ketidakpatuhan 

beberapa perusahaan dalam CSR. Harusnya DPRD bisa tanggap pada 

persoalan itu sehingga bisa langsung memberi masukan dan evaluasi 

secara menyeluruh. Kinerja mereka untuk soal ini cukup memuaskan 

meskipun perlu ditingkatkan lagi sebab checkandballance dari mereka 

sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang positif di 

Nunukan" 

Hal senada juga bisa dilihat dari argumen yang disampaikan oleh anggota 

DPRD Nunukan yang menjadi narasumber di Penelitian ini. Penjelasan DPRD 

diatas sebetulnya bersifat normatif dan defensif untuk menunjukan ketidak 

mamampuan mereka dalam melakukan pengawasan secara maksimal. Hal ini 

sesuai dengan penjelasan informan kesepuluh, Tokoh Pemuda Kabupaten 

Nunukan, dirinya berpendapat; 

"Kineija DPRD khususnya dalam pengawasan masih perlu diperbaiki 

dan ditingkatkan. Dalam pengawasan perda misalnya kinerja mereka 

kurang maksimal. Dalam perda T.TSLP dan Retribusi Izin Trayek 

kineija mereka tidak memuaskan. Kendala dilapangan masih saja 

teijadi seperti masih adanya beberapa pola pemberdayaan CSR yang 
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kurang tepat, pelibatan masyarakat yang kurang, trayek-trayek liar, 

pungutan liar, pembayaran retribusi yangterlambat dan penindakan 

yang tidak maksimal atas pelanggaran terjadi. Saya yakin mereka 

banyak yang tidak paham kejadian sebenarnya di lapangan. Kalaupun 

mereka mengetahui tidak ada langkah nyata melakukan perbaikan 

baik secara langsung atau mendesak pemerintah daerah untuk 

memperbaikinya. Kelalaian ini berlangsung cukup lama". 

Penjelasan serupa juga disampaikan informan kesebelas, Aktivis dan 

LSM di Kabupaten Nunukan, dalam wawancara dirinya berpendapat : 

" DPRD itu menjadi lembaga representasi masyarakat yang merniliki 

3 fungsi utama, legislasi, pemantauan dan anggaran, soal kinerja ya 

yang paling penting sekarang adalah pengawasan sebab akselerasi 

pembangunan yang sedang gencar dilakukan di Nunukan perlu 

pengawasan optimal dari DPRD agar tidak terjadi penyimpangan, 

itulah masalahnya pengawasan pada beberapa perda masih belum 

optimal contohnya saja .... , hubungan keduanya harus saling sinergi 

selain memastikan mekanisme checkandballance berjalan juga agar 

satu kepentingan dalam arah pembangunan, kualitas layanan juga 

belum optimal, kurang responsif, agak bepengaruh sebab berkaitan 

dengan kematangan politik dan responsifitas dalam bertindak, 

begitupun dengan pengalaman di ormas ya." 
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Penjelasan naraswnber dan disertai dengan e!aborasi data dilapangan 

menuf\iukan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Nunukan 

dalarn pelaksanaan PerdaNomor 4 tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial 

belwn efektif Implikasinya berakibat pada minimnya kontribusi mereka pada 

perbaikan mutu dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan I pelayanan publik 

dan pembangunan di Kabupaten Nunukan secara wnwn. Bukti tersebut 

didapatkan dari lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan sehingga persoalan 

dalarn perda masih saja teijadi yang tentu saja berimbas Iangsung pacta kualitas 

penyelenggaranan pemerintahan/pelayan publik yang tidak efektif. Ada perasaan 

kekurangpercayaan masyarakat pacta DPRD akibat minimnya kemarnpuan 

agregasi kepentingan masyarakat dan kemarnpuan menyelesaikan persoalan dan 

menghadirkan solusi. 

Penulis juga menemukan pacta saat proses penelitian bahwa mekanisme

mekanisme yang ada dia atas belwn lah terlaksana dengan keseluruhan, masih 

ada mekanisme-mekanisme yang seharusnya bisa dilaksanakan guna 

mengoptimalkan peran pengawasan DPRD Kabupaten Nunukan untuk melaksakan 

pengawasan belum dapat dicapai seluruhnya, hal tersebut yang kemudian perlu 

dilakukan evaluasi bersarna internal DPRD untuk dapat menyatu padukan misi 

bahwasanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dengan fungsi 

pengawsanyang maksimal oleh DPRD Kabupaten Nunukan itu adalah 

dambaandari masyarakat Kabupaten Nunukan yang merasakan langsung pelayanan 

publik yang ada di Kabupaten Nunukan. 
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Dalam kerangka model berpikir penelitian 1m dapat ketidakefektifan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; 

Pertama, metode Pengawasan dengan pola partisipatif (PRA) kurang 

dimaksimalkan. Padahal dengan ini akan ada sinergi pe!aksanaan sebab kriteria 

pengawasan secara teknis disusun berdasarkan kriteria hasil rumusan bersama 

sehingga semua akan berpartisipasi. Hal ini bisa dilihat dari mininmya partisipasi 

masyarakat dalam memberikan informasi dan membantu keija-keija teknis anggota 

DPRD Nunukan. Hal ini juga terlihat dari reses dan hearing soal perda khususnya 

Perda TJLSP yang terkesan tidak maksimal. Selain jarang dilakukan juga hasil 

hearing dan reses tidak ditindaklanjuti. 

Kedua, sistem pengawasan yang tidak efektif Sistem Inspeksi yang 

dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari hasillaporan laporan tidak berjalan 

rnaksimal dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dan hasil laporan 

pengawasan yang kurang cepat direspon dan ditindaklanjuti. Hal ini terlihat dari 

minimnya pengetalman DPRD Nunukan pada persoalan pelaksanaan Perda dan 

kalaupun mengetahui tidak akan langkah nyata untuk menindaklanjuti persoalan 

terse but. 

Ketiga, objek Pengawasan yang tidak akurat dan komperehensif. Dibuktikan 

dengan lemalmya ketelitian DPRD Nunukan untuk memantau secara cermat dan 

serius implementasi Perda yang berkaitan, yaitu pengawasan terhadap waktu 

pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan 

yang telah ditetapkan dalam perencanaan. 
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Keempat, SOP yang dilaksanakan tidak konsisten. Hal ini terlihat dari 

minimnya tindakan evaluasi dan koreksi yang didalam SOP telah dicantumkan. 

SOP telah menjelaskan bagaimana mengatasi penyimpanagan atau persoalan yang 

teijadi, namun itu kurang diikuti sehingga persoalan yang teijadi lambat direspon 

oleh DPRD Nunukan. 

Disisi lain kurang efektifnya peran pengawasan DPRD Nunukan berkaca 

pada pengawasan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan dan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin 

Trayek beijalan belum efektif disebabkan oleh beberapa hal. 

Merujuk pada penjelasan George C. Edwards III disebabkan oleh 4 

hal,yakni: 

Pertama, Komunikasi. Dalam hal menentukan keberhasilan Implementasi 

Kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang hams dilakukan, 

apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan hams ditranmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

Kesepahaman inilah yang akan membuat pesan mengenai maksud dan tujuan 

kebijakan dapat beijalan dengan baik. 

Dalam konteks ini komunikasi yang dilakukan sebagai metode 

penyampaian pesan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Nunukan tidak 

berjalan maksimal. Mereka kurang intensif dalam membangun sinergi dengan Iintas 

aktor khususnya masyarakat dan pemerintah sehingga berpengaruh pada performa 

pengawasan yang dilakukan. Hal ini terlihat jelas dari minimnya informasi dan 

agregasi kepentingan masyarakat dalam hal persoalan yang teijadi dalam 
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pelaksanaan perda Retribusi Izin trayek dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Persoalan yang teijadi dilapangan kurang mendapat respon secara maksimal sebab 

komunikasi antara DPRD Nunukan dengan masyarakat yang menjadi obyek 

impelementasi Perda tidak beijalan berkesnimbangungan. Ada keterputusan 

komunikasi sehingga persoalan yang terjadi seperti maraknya trayek liar yang juga 

menjadi keluhan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti secara serius oleh DPRD. 

Begitu pula komunikasi dengan pemerintah. Kesenjangan komunikasi ini terlihat 

dari rnininmya upaya DPRD untuk mengevaluasi secara serius pelaksanaan Perda. 

Dalarn rapat-rapat resrni dengan pemerintah, DPRD kurang memberikan kontra 

wacana yang sifatnya menekan agar pemerintah segera memberikan respon cepat 

untuk mengatasi persoalan di lapangan. Dalarn konteks ini DPRD sebagai 

komunikator bel urn sepenuhnya berhasil menyarnpaikan pesan secara tegas kepada 

Pemerintah selaku komunikan. Pemerintah sebagai target sasaran tidak memaharni 

sepenuhnya maksud dan tujuan pesan yang disarnpaikan DPRD akibatnya 

persoalan dalarn pelaksanaan Perda. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan 

membingungkan dalarn pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. 

Kedua, Sumber Daya. Setiap impelementasi kebijakan sumber daya 

merupakan salah satu prasyarat penting yang harus dipenuhi agar beijalan efektif. 

Sumber daya berkaitan dengan kompetensi implementator, dan sumber daya 

finansial. Sumber daya berkaitan dengan kemarnpuan dan faktor pendukung 

(materi) dalam impelentasi kebijakan. Dalarn melaksanakan fungsi pengawasan 

implementasi Perda terlihat kernampuan sumber daya personel DPRD Nunukan 

yang belum maksimal. Dari sisi kompetensi, DPRD belum bisa menunjukan 
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bagaimana solusi yang tepat dalam meredam dan menyelesaikan persoalan pada 

impelementasi Perda kekurangmampuan tersebut menunjukan keterbatasan 

kompetensi sebab tidak mampu mencipatakan formulasi yang tepat dalam 

menyelesaikan masalah. Hal ini berimbas pada kualitas pengawasan yang tidak 

sempurna. 

Keterbatasan kompetensijuga disebabkan oleh penguasaan informasi yang 

minim. Informasi tersebut yakni mengenai bagaimana cara pengawasan 

kebijakan!program secara. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana 

melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak 

bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat keija sehingga menimbulkan 

inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu 

terhadap peraturan pemerintah yang ada 

Ketiga, Disposisi yang berarti watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila 

implementator memiliki disposisisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

Disposisi yang ditunjukan DPRD Nunukan dalam menjalankan fungsi pengawasan 

pada Perda menunjukan beberapa kelemahan penting. DPRD bel urn menunjukan 

komitmen yang tinggi dalam upaya melakukan fungsi pengawasan secara optimal 

demi kemajuan pembanguna daerah. Lemahnya komitmen ini berimplikasi pada 

sikap ketidakjujuran yang ditunjukan pada sikap inkonsistensi. Janji-janji yang 

diberikan kepada masyarakat untuk menindaklanjuti sekaligus menyelesaikan 

persoalan yang ada tidak dilakukan secara serius sehingga masalah terus saja 
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teijadi. Sikap dan persepktif yang berbeda inilab yang membuat fungsi pengawasan 

tidak beijalan efektif dan efisien. 

Keempat, struktur Birokrasi. Struktur birokrasi adalab karakteristik, norma

norma, dan pola-pola hubungan yang teijadi berulang-ulang dalam badan-badan 

eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa 

yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan Struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang telab panjang akan cenderung 

melemahkan pengawasan dan menirnbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi 

yang rumit dan kompleks. 

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan 

yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalab adanya prosedur 

operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP 

menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi 

yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan 

red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya 

menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 

Persoalan struktur birokrasi juga memiliki andil dalam menghambat kineija 

DPRD dalam melakukan pengawasan. Hal ini dilihat dari rumitnya proses 

pelaporan persoalan dilapangan yang membuat sebagian anggota DPRD cenderung 

malas mengikutinya. Pada tahap inilah terkadang waktu yang dibutuhkan cukup 

lama sehingga membuat persoalan tidak bisa cepat diselesaikan dan membuat 

konsistensi anggota DPRD untuk mengawal agenda tersebut menjadi goyah. 
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Berdasarkan ura1an di atas dan basil analisis yang dilakukan atas 

perrnasalahan yang diketengahkan dalarn tesis ini telab dikemukakan secara 

menyeluruh tentang fokus penelitian pada bab terdahulu, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD di Kabupaten Nunukan 

a. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dalarn metode pengawasannya 

menggunakan metode Kualitatif, di mana metode pengawasan tersebut 

berdasarkan pengarnatan langsung di lapangan dan berdasarkan data yang 

didapatkan dari basil pemeriksaan langsung. 

b. DPRD Kabupaten Nunukan dalam sistem pengawasannya menggunakan 

sistem intern dan sistem pengawasan preventif dan represif yang mana 

sistem pengawasan ini dianggap cukup efektif dalam mengawasi jalannya 

roda pemerintahan di Kabupaten Nunukan. 

c. Objek Pengawasan, yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nunukan yaitu 

dari segi anggaran dan kualitas pekeljaan yang dilaksanakan oleb pihak 

ketiga yang sumber dananya berasal dari APBD maupun APBN. 

d. SOP pengawasan mengacu kepada undang-undang dan berdasarkanjadwal 

kegiatan DPRD Kabupaten Nunukan. 
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2. Efektivitas Pelaksanaan Fungi DPRD Kabupaten Nunukan 

a Kineija DPRD dalam pelaksanaan pengawasan peraturan daerah di 

kabupaten nunukan, dikaitkan dengan kineija dan basil wawancara 

menunjukkan basil yang kurang maksimal dan efektif. Walaupun tidak 

menutup mata dengan segala upaya yang telah dilakukan DPRD Nunukan 

dalam proses pengawasan perda, namun harus diakui kualitas pengawasan 

yang dilakukan bel urn maksimal. Hal ini terlihat dari persoalan yang tetap 

saja berlarut-larut dan minim solusi nyata dari DPRD. 

b. Efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan beijalan sudah semestinya 

namun masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang menyebabkan 

lemahnya pengawasan DPRD Nunukan terhadap pelaksanaan peraturan 

daerah yang dijalankan oleh pihak eksekutif. 

c. Pihak eksekutif kurang koordinasi dengan legislative Nunukan dalam 

mengimplementasikan peraturan daerah. 

B. Saran 

Melengkapi apa yang telah disampaikan di atas, maka dalam akhir 

penyusunan laporan akhir ini penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

I. Pelaksanaan pengawasan oleh anggota DPRD Kabupaten Nunukan agar perlu 

pembenahan yang serius khususnya dalam hal kapasitas dan kemauan politik 

dan berkesinambungan yang didukung oleh sumberdaya memadai dalam 

menjalankan fungsi pengawasan. 
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2. DPRD Nunukan sudah semestinya mengatur dan menjadwalkan pengawasan 

langsung terkait pelaksanaan perda di lapangan dan basil dari monitoring 

tersebut dijadikan evaluasi yang nantinya bisa menjadi rekomendasi bagi pihak 

eksekutif agar beijalan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati secara 

bersama dan musyawarah mufakat. 

3. Ke depanya perlu sinergi semua stakeholder dan masyarakat agar teijadi 

mekanisme check and bal/ance dalam jalanya roda pemerintahan daerah. 

Dalam konteks ini DPRD akan diuntungkan sebab mendapat dukungan politik 

secara positif dari pemerintah daerah dan juga masyarakat sehingga kineij a 

pengawasanya bisa lebih maksimal lagi. 
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Sumber Lainnya 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Maje1is Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Jakarta 

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
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